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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effectiveness of forensic audits in detecting bribery 
with the support of whistleblowing. This qualitative research uses the phenomenological method 
with semi-structured interviews with 14 employees of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). This 
study reveals that bribery is hidden fraud, so whistleblowing can be used as the first, then can be 
carried out for forensic audit as long as valid and relevant. Detection of bribery using forensic 
audit is faster and easier because the procedures are focused, detailed and rigid. The conclusion 
is forensic audits effective in detecting bribery with the support of whistleblowing. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit forensik dalam mendeteksi 
suap dengan dukungan whistleblowing. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode 
fenomenologi dengan teknik wawancara semi struktur kepada 14 orang pegawai Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mengungkapkan bahwa suap merupakan fraud 
yang hidden sehingga whistleblowing dapat dijadikan langkah awal terungkapnya suap, yang 
kemudian dapat dilakukan audit forensik selama valid dan relevan. Pendeteksian suap 
menggunakan audit forensik lebih cepat dan mudah karena dalam prosedurnya fokus, 
terperinci dan rigid. Maka dapat disimpulkan bahwa audit forensik efektif dalam mendeteksi 
suap dengan dukungan whistleblowing.  
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Pendahuluan 
Fraud sering diberi nama yang berla-

inan dalam istilah sehari-hari, seperti pe-

nipuan, penyembunyian, atau pelanggaran 

kepercayaan (The IIA’s, 2015). Internatio-

nal Standards on Auditing (ISA) mende-

finisikan fraud sebagai aktivitas yang 

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang 

dalam organisasi baik itu staf, manajer, 

maupun pihak ketiga yang melakukan 

penipuan untuk keuntungan pribadi atau 

kelompok dan melanggar hukum (Ahmad, 

2019). Secara global, fenomena fraud ter-

jadi di sektor pemerintahan maupun non–

pemerintah (Marbun, 2018). 

Skema fraud yang sering dilakukan di 

berbagai Negara adalah korupsi (ACFE, 

2021). Korupsi merupakan salah satu jenis 

tindakan fraud yang selalu mendapat per-

hatian utama setiap organisasi, tidak ter-

kecuali bagi lembaga sektor publik 

(Mapuasari & Mahmudah, 2018). Peneliti-

an fraud global yang dilakukan oleh the 

Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE) tahun 2020 melaporkan total rugi 

karena kasus korupsi melebihi $ 3 miliar, 

dengan kerugian rata-rata per kasus sebe-

sar $ 200.000 (ACFE, 2021). Jumlah per-

kara korupsi pada tahun 2020 yang men-

jadi beban di Pengadilan Negeri di seluruh 

Indonesia mencapai 2.019 perkara 

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum, 2021).  

Sedangkan data kasus korupsi pada 

tahun 2020 dari laporan Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) berdasarkan 

modusnya dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data Persentase Kasus Korupsi  

Nama Kasus Prosentase 
Pembelian Aset/Jasa 21,03 
Perizinan 2,05 
Suap 65,86 
Pungli 2,32 
Penyelewengan  Anggaran 4,46 
TPPU 3,39 
Menghalangi Tidakan KPK 0,89 
Total 100 
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021) 

Berdasarkan laporan tahunan KPK, 

kasus penyuapan merupakan kasus ko-

rupsi dengan persentase terbanyak, yaitu 

sebesar 65,86%. Sehingga penulis me-

nyimpulkan bahwa korupsi berupa kasus 

penyuapan adalah yang paling sering 

ditemui di Indonesia. Bukan hanya di 

Indonesia, jumlah korupsi yang paling 

parah di dunia adalah suap (Shepherd et 

al., 2021). Penyuapan bisa berupa tindak-

an menawarkan/memberi/menjanjikan/ 

meminta/menerima keuntungan finansial 

atau lainnya untuk mempengaruhi tindak-

an atau sebuah keputusan (Jain, 2020).  

Pada saat ini, telah banyak metode 

untuk mendeteksi tindakan fraud. Suap 

adalah juga merupakan fraud, sehingga 

metode yang digunakan untuk mendeteksi 

fraud pun dapat diterapkan untuk menge-

tahui terjadi atau tidaknya suap. Diketa-

hui, metode yang dapat mendeteksi fraud 

dengan cukup akurat menurut (Madzivire 

et al., 2020) adalah audit forensik. Dikata-

kan oleh (Mircheska et al., 2020) audit 

forensik adalah kegiatan yang meliputi 

mengoleksi, memverifikasi, memproses, 

menganalisis dan menyajikan data dalam 

rangka mengumpulkan kejadian dan bukti 

nyata dalam bidang sengketa hukum dan 

keuangan, adanya penyimpangan serta 

pencegahan fraud. 

Praktik audit forensik di Indonesia 

hanya dilaksanakan oleh auditor Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

yang memiliki sertifikat Certified Fraud 

Examiners (CFE) atau Certified Forensic 

Auditor (CFrA). Penerapan audit forensik 

yang berlangsung di Indonesia dilaksana-

kan guna mengetahui adanya fraud, 

menyelidiki apakah terjadi fraud, ingin 

mengetahui ada/tidaknya kerugian finan-

sial dan memberikan kesaksian sebagai 

pakar. Audit forensik efektif dalam mende-

teksi fraud dikarenakan dalam prosesnya 
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audit forensik menggunakan teknik pro-

aktif dan reaktif (Gbegi et al., 2018). 

Keberhasilan pelaksanaan audit 

forensik membutuhkan sumber yang rele-

van dan tepat dalam proses pencarian dan 

pembuktian bukti yang dikumpulkan. Hal 

ini dikarenakan audit forensik memerlu-

kan bukti yang cukup, layak serta benar 

agar bukti tersebut dapat dijadikan alat 

bukti pada proses litigasi. Menurut ACFE, 

laporan yang berasal dari whistleblower 

merupakan sumber yang baik untuk men-

curigai terjadinya fraud dengan angka sta-

tistik sebesar 43% pada tahun 2020 

(ACFE, 2021). Lebih lanjut, (Puryati & 

Febriani, 2020) menyatakan bahwa 

whistleblowing dapat mencegah adanya 

kasus fraud. Whistleblowing juga dapat 

mendeteksi fraud lebih cepat daripada 

tanpa adanya whistleblowing (Gottschalk, 

2020). Selain itu, Whistleblowing dapat 

berkontribusi memperbaiki kualitas dari 

audit forensik dalam menemukan terjadi-

nya fraud (Panjaitan, 2018). 

Selanjutnya, salah satu cara agar audit 

forensik berhasil, yaitu dengan mengguna-

kan bukti dan informasi yang bersumber 

dari whistleblowing dalam proses 

pengumpulan dan pembuktian yang nanti-

nya akan digunakan untuk mendeteksi dan 

mengungkapkan fraud. Fraud dalam pene-

litian ini difokuskan pada kasus suap. Ada-

nya whistleblowing akan memudahkan 

auditor mendapatkan informasi relevan 

yang akan menuntun mereka pada bukti 

yang diharapkan (Andon et al., 2018). 

Penelitian ini akan dilakukan di 

kalangan auditor forensik BPK kantor per-

wakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogya-

karta (DIY), kantor perwakilan Provinsi 

Jawa Tengah, kantor perwakilan Provinsi 

DKI Jakarta dan kantor pusat. Adapun 

dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

suap, karena dengan tingginya kasus suap 

di Indonesia berdasarkan data yang dirilis 

KPK, maka penulis menyadari bahwa 

perlu adanya ekplorasi apakah efektif 

penerapan audit forensik yang didukung 

dengan whistleblowing dalam mendeteksi 

suap.  

Tinjauan Pustaka 

Fraud 
Fraud menurut Albrecht et al. (2018) 

merupakan sebuah istilah generik dan 

meliputi segala aktivitas yang terjadi 

karena kepandaian seseorang, dengan 

maksud memperoleh keuntungan mele-

bihi orang lain menggunakan cara tipu 

muslihat, licik dan tidak adil. Menurut 

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, 

fraud diterjemahkan menjadi penipuan. 

Fraud sering juga disebut dengan istilah 

yang berbeda-beda, yang menggambarkan 

aktivitas mencuri, menyerobot, memeras, 

mengisap, menggelapkan, memalsu dan 

sebagainya. Sedangkan dari perspektif 

hukum, ungkapan 'kecurangan' umumnya 

tidak digunakan dalam undang-undang te-

tapi berfokus pada kejahatan yang cen-

derung menggunakan kata-kata seperti 

pencurian, kepura-puraan, mendapatkan 

properti dengan penipuan atau kesalahan 

Akuntansi (Hepworth, 2018). 

Ada beberapa macam fraud pada 

kegiatan bisnis. ACFE mengelompokan 

dalam tiga kategori, yaitu: 

Penyalahgunaan Aset 

Penyalahgunaan atau pencurian harta 

atau kekayaan yang dalam bahasa hukum 

disebut sebagai “mengambil” harta dengan 

cara tidak sah secara hukum. Apabila 

tidakan ini dilakukan oleh orang yang me-

miliki kewenangan mengelola atau meng-

awasi harta tersebut, maka dikatakan 

sebagai penggelapan. Tindakan “mencuri”, 

dalam fraud tree merupakan larceny, se-

dangkan tindakan “menggelapkan” adalah 

embezzlement (Tuanakotta, 2018). Penya-

lahgunaan kekayaan/harta oleh ACFE 

dikategorikan sebagai: (1) penggunaan 

kas secara tidak benar (cash misappropri-

ation); dapat berupa tindakan skimming, 
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larceny atau fraudulent disbursements. (2) 

penggunaan secara tidak benar kekayaan 

bukan kas (non-cash misappropriation) 

misalnya misuse dan larceny atas barang 

sediaan atau harta bentuk lain (ACFE, 

2021).  

Korupsi 

Korupsi menurut Rose (2018) meru-

pakan tindakan yang dilakukan dengan 

cara menyalahi wewenangnya atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan 

untuk mendapatkan keuntungan berupa 

kedudukan/pangkat atau uang bagi 

kepentingan sendiri (dirinya, keluarganya, 

kelompoknya). Selanjutnya, menurut 

Tuanakotta (2018) korupsi diartikan seba-

gai penyalahgunaan kedudukan/ pangkat 

pada level pemerintahan (misuse of public 

office) bagi keuntungan diri sendiri 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (2001) menyatakan bah-

wa korupsi meliputi segala tindakan yang 

menentang hukum untuk memperkaya 

dirinya, orang dan badan lain yang ber-

akibat merugikan kekayaan dan ekonomi 

negara; menyelewengkan otoritasnya 

karena pangkat/kedudukannya sehingga 

dapat merugikan keuangan/perekonomi-

an Negara; penyuapan; penggelapan 

dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; 

pemborongan; dan gratifikasi yang subjek 

hukumnya adalah setiap orang baik orang-

perorangan dan/atau korporasi dan 

pegawai negeri.  

Kecurangan di dalam Laporan Keuangan 

Kecurangan di dalam laporan keuang-

an merupakan penyampaian laporan 

keuangan dan non-keuangan yang menye-

satkan. Kecurangan laporan keuangan 

dalam gambar fraud tree terbagi menjadi 

dua. Pertama, fraud di dalam menyiapkan 

laporan keuangan. Kedua, fraud dalam 

menyusun laporan non-keuangan 

(Tuanakotta, 2018). Penyajian laporan 

keuangan yang tidak jujur dapat terlak-

sana dengan cara melakukan hal-hal beri-

kut ini: (1) mengakui penerimaan yang 

sebenarnya tidak ada (fictitious revenues); 

(2) melaporkan pendapatan (revenue) 

dan/atau beban (expenses) pada periode 

yang salah; (3) tidak melaporkan adanya 

utang dan beban (concealed liabilities and 

expenses) dengan tujuan untuk memper-

kecil utang dan biaya sehingga kondisi 

finansial perusahaan nampak lebih baik; 

(4) menghilangkan atau menuliskan  infor-

masi yang tidak benar secara sengaja pada 

catatan atas laporan keuangan (improper 

disclosures); dan (5) aset dilaporkan pada 

nilai yang salah (improper asset valuation). 

Teori Fraud Pentagon  

Teori fraud pentagon dikenalkan oleh 

(Marks, 2012) yang merupakan perluasan 

dari teori fraud triangle yang dikemuka-

kan oleh Cressey (1972) dan teori fraud 

diamond yang dikemukakan oleh Wolfe 

dan Hermanson (2004). Elemen-elemen 

fraud pentagon antara lain (Marks, 2012): 

(1) Opportunity atau kesempatan, adalah 

kontrol yang lemah karena membuat 

orang memiliki peluang untuk melaksana-

kan kecurangan. (2) Pressure atau tekan-

an, menumbuhkan motif untuk melaksa-

nakan dan menyembunyikan kecurangan. 

(3) Rasionalization atau rasionalisasi, ada-

lah penyebab pembenaran dilakukannya 

pencurian atau kecurangan. (4) Compe-

tence atau kompetensi, adalah kepandaian 

pegawai mensiasati sistem dan prosedur 

atau pengendalian internal, pengembang-

an upaya menyembunyikan dan mengen-

dalikan lingkungan sosial demi keuntung-

an diri sendiri. (5) Arrogance atau arogan, 

merupakan perasaan superior atas hak 

atau ketamakan dari orang yang percaya 

bahwa pengendalian internal tidak ber-

laku dalam individu. 
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Suap 

Penyuapan merupakan salah satu 

bentuk korupsi seperti dalam teori yang 

dikemukakan oleh ACFE (2021). Sedang-

kan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (2001) dan 

menurut KPK (2021) disebutkan bahwa 

contoh bentuk korupsi adalah korupsi 

terkait suap menyuap. Bentuk penyuapan 

menurut (United Nations Office on Drugs 

and Crime, 2004) antara lain menyuap 

pejabat publik nasional, menyuap pejabat 

publik asing, dan menyuap pejabat publik 

organisasi internasional. Sedangkan 

Albrecht et al. (2018) mendefinisikan suap 

adalah dimana seseorang menawarkan, 

memberi, menerima atau meminta suatu 

hal yang benilai agar memperoleh perla-

kuan resmi atau keputusan bisnis tanpa 

sepengetahuan atau persetujuan dari 

principal. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa suap adalah bagian dari korupsi, 

bukan hanya menyangkut pegawai negeri 

atau penyelenggara negara bahkan peja-

bat publik yang menyalahgunakan jabat-

annya, tetapi juga setiap orang yang bukan 

pegawai negeri. Suap menyuap bertujuan 

untuk meningkatkan kekayaan dan atau 

kekuasaan. Jika pemilik proyek meme-

nangkan kontrak maka akan langsung 

dapat menguntungkan penyuap. Penyuap 

sering kali adalah orang yang dekat 

dengan yang memutuskan alokasi sumber 

daya keuangan (Chan et al., 2021). Era saat 

ini, kemajuan teknologi telah membuat 

teknik deteksi suap menjadi lebih proaktif 

dengan cara menganalisa data dan tran-

saksi untuk memisahkan gejala suap 

(Albrecht et al., 2018). 

Sebuah tindakan kecurangan, biasa-

nya berhasil diketahui dari keluhan dan 

laporan teman bekerja, ataupun pihak 

eksternal yang disampaikan kepada per-

usahaan/instansi. Atas dugaan tersebut 

maka tersangka atau transaksi-transaksi 

yang dilakukannya akan ditelusuri dan 

dianalisis kejadiannya. Sedangkan untuk 

kasus suap, pendeteksiannya dapat dite-

lusur dari ciri-ciri perilaku yang menerima 

suap maupun yang memberi suap (ACFE, 

2021). Adanya audit forensik juga penting 

untuk mengurangi jumlah timbulnya 

tindakan kecurangan (Saifullah Shakir & 

Abbas, 2020). 

Whistleblowing 

Whistleblowing adalah terminologi 

yang mulai digunakan ketika diberlakukan 

Sarbanes-Oxley Act. Peraturan ini telah 

membuat karyawan untuk melaporkan 

apabila menjumpai terjadi pelanggaran 

dengan tidak memiliki ketakutan kepada 

orang yang dilaporkan (Saxton & Neely, 

2019). Shawver dan Shawver (2018) 

mendefinisikan whistleblowing merupa-

kan tindakan mengungkapkan oleh sese-

orang dalam sebuah institusi atas ditemui-

nya tindakan illegal, amoral, atau atau 

tidak sah atas perintah seorang atasan 

kepada stafnya yang menyebabkan tindak-

an yang berbeda dari staf tersebut. Menu-

rut Indayani dan Yunisdanur (2020), 

whistleblowing adalah aktivitas seorang 

informan yang mengekspos fraud terma-

suk suap dalam sebuah organisasi dengan 

tujuan untuk menghentikan fraud 

tersebut.  

Seorang whistleblower akan mela-

porkan suap pada media yang tepat dan 

pihak berwenang yang memiliki kekuatan 

dan dianggap bersedia melakukan tindak-

an korektif. Whistleblowing melibatkan 

tindakan melaporkan suap dalam organi-

sasi ke pihak internal atau eksternal. 

(Francis et al., 2015) menyatakan bahwa 

tujuan whistleblowing mencakup untuk 

mengekspos suap, untuk menghentikan 

suap, untuk mencegah suap dan memper-

tahankan posisi seseorang. Menurut 
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Tuanakotta (2018) dikatakan bahwa sebe-

narnya whistleblower merupakan pega-

wai dari perusahaan itu sendiri, meskipun 

demikian dapat juga merupakan pihak 

dari luar perusahaan misalnya kostumer, 

supplier, maupun masyarakat secara 

umum. Whistleblower wajib menunjukan 

bukti, informasi, dan indikasi yang dapat 

dipercaya bahwa telah terjadi tidakan 

suap, agar supaya dapat dilacak dan 

diambil tindakan.  

Sementara itu, whistleblowing system 

didefinisikan sebagai sistem yang desain 

tentang kriteria fraud dan suap yang di 

sampaikan oleh whistleblower. Sistem pe-

laporan pelanggaran mencakup 5W+1H, 

tindak lanjut dari laporan, hadiah dan 

pengamanan/lindungan untuk whistle-

blower, dan hukuman atau sanksi bagi 

pihak yang bersalah (McLaren et al., 2019), 

sehingga whistleblower tidak enggan 

untuk melaporkan adanya tindakan suap. 

Efektifitas whistleblowing dalam menemu-

kan transaksi suap diakui oleh akuntan 

maupun para regulator di banyak negara 

di dunia, termasuk Amerika Serikat 

(Gholami & Salihu, 2019; Oladinrin et al., 

2017; Vandekerckhove & Phillips, 2019). 

Menurut Hasanah et al. (2017) jika kebi-

jakan dan prosedur whistleblowing dite-

rapkan dengan baik dan sukses dalam 

sebuah organisasi, maka akan menjadi sis-

tem peringatan dini yang baik bagi organi-

sasi untuk menghilangkan fraud termasuk 

suap sebelum masalah menjadi lebih 

buruk. 

Audit Forensik 

Dobrowolski (2020) menyatakan, 

audit forensik adalah pengujian atas bukti 

mengenai sebuah pernyataan atau pela-

poran informasi untuk menemukan keter-

kaitannya dengan aturan, prinsip-prinsip, 

standar yang mencukupi dan mendukung 

sebagai alat bukti di pengadilan. Begitu 

juga menurut Dada et al. (2013) audit 

forensik merupakan audit atas bukti 

mengenai pernyataan untuk menetapkan 

korespondensinya dengan aturan/stan-

dar/kriteria yang telah ditentukan di 

pengadilan. Aktivitas dalam audit forensik 

adalah mengumpulkan, memverifikasi, 

mengolah, menganalisis dan melaporkan 

data untuk mendapatakan fakta dan bukti 

konkret di dalam bidang sengketa hukum 

dan keuangan, adanya penyimpangan 

serta pencegahan fraud (Enofe et al., 2015; 

Parr, 2018). Aktivitas dalam audit forensik 

berfokus pada mendeteksi, menganalisis 

dan mengkomunikasikan bukti yang men-

jadi dasar suatu peristiwa keuangan dan 

pelaporan (Dobrowolski, 2020; Smith & 

Crumbley, 2009). 

Aktivitas dalam audit forensik meli-

puti mengumpulkan bukti-bukti dilanjut-

kan dengan menilai kesesuaian bukti atau 

temuan audit dengan ukuran pembuktian-

nya selama proses persidangan. Kegiatan 

audit forensik adalah perluasan dari peng-

gunaan prosedur standar audit standar 

menuju ke pengumpulan bukti yang diper-

lukan dalam sidang di pengadilan. Peme-

riksaan forensik mencakup langkah-

langkah tertentu yang dilaksanakan untuk 

tujuan menyediakan bukti. Langkah-

langkah dan cara-cara yang digunakan 

dalam audit forensik ditujukan untuk 

mendeteksi dan menyelidiki fraud yang 

berarti mengungkap seluruh tindakannya 

dan mengidentifikasi pelakunya (Saifullah 

Shakir & Abbas, 2020). 

Perkembangan jasa audit forensik 

dapat diuraikan sebagai berikut (Quick, 

2017), (1) Manajemen anti-fraud dan 

kepatuhan, peran auditor adalah untuk 

mencegah dan mengoreksi kecurangan 

dalam dunia bisnis. Kepakaran seorang 

fraud auditor dapat diperluas penugasan-

nya diantaranya untuk melakukan evalua-

si laporan keuangan, yang disebabkan oleh 

window dressing yang dapat mentebabkan 

keputusan yang diambil investor salah, 

sebab laporan keuangannya menyesatkan 

pemakai. (2) Investigasi forensik, yaitu 
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pemberian jasa forensik dalam bentuk 

investigasi fraud yaitu pengungkapan fak-

ta dalam kasus. (3) Dukungan sengketa 

dan litigasi, dalam hal ini auditor mem-

berikan jasa dalam bentuk saksi ahli 

dengan memberikan keterangan sesuai 

dengan keahliannya ataupun sebagai 

konsultan litigasi yang memberi nasehat 

serta konsultasi. (4) Teknologi forensik, 

auditor dapat memberikan jasa dalam 

bentuk teknologi pencegahan ataupun 

teknologi reaktif. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

fenomenologi dengan pendekatan kualita-

tif. Metode fenomenologi merupakan studi 

yang berusaha menemukan “esensi” atas 

sebuah fenomena yang dialami oleh 

beberapa individu (Creswell & Creswell, 

2018). Penelitian ini bertujuan untuk me-

rumuskan model studi lapangan efektivi-

tas audit forensik dalam mendeteksi suap 

dengan dukungan whistleblowing.  

Selanjutnya, populasi dalam peneliti-

an ini adalah seluruh auditor forensik yang 

telah menangani kasus fraud di Indonesia. 

Sampel penelitian dikumpulkan menggu-

nakan teknik non probability sampling 

secara purposive sampling. Penelitian ini 

bersifat kualitatif, dimana pengambilan 

sampel menggunakan dasar situasi sosial 

yang mencakup 3 unsur, yaitu lokasi, pela-

ku dan aktifitas. Jumlah sampel penelitian 

ini 14 orang yang merupakan auditor BPK 

dan berpengalaman melakukan Perhi-

tungan Kerugian Negara (PKN).  

Tabel 2 merupakan daftar 14 orang 

partisipan wawancara yang peneliti pilih 

sesuai dengan demografi. Audit forensik di 

BPK lebih dikenal sebagai pemeriksaan 

perhitungan kerugian negara (PKN) yang 

merupakan bagian dari audit investigasi. 

Alasan pemilihan sampel auditor BPK ada-

lah karena auditor BPK mempunyai tugas 

sebagai auditor eksternal institusi peme-

rintah sehingga auditor BPK dapat mewa-

kili institusi pemerintah. Pengambilan 

sampel berasal dari BPK Pusat dan Per-

wakilan karena pada dasarnya perhitung-

an kerugian negara merupakan kewenang-

an pusat. Namun, dalam pelaksanaannya 

bisa Pusat sendiri yang melakukan peme-

riksaan atau kerjasama dengan Perwakil-

an.  

Seluruh auditor dalam penelitian ini 

merupakan auditor yang telah mempunyai 

pengalaman dalam penugasan sebagai 

auditor forensik yang berupa perhitungan 

kerugian negara (PKN) serta ada juga yang 

telah mempunyai pengalaman dalam 

penugasan audit investigatif yang merupa-

kan ruang lingkup dari kewenangan audi-

torat unit investigasi (AUI) BPK. Penelitian 

ini menggunakan data primer. Data diper-

oleh dengan teknik wawancara secara 

semi-structured. Sebelum melaksa-naan, 

peneliti memiliki daftar pertanyaan atau 

serangkaian topik yang ingin diliput serta 

menyusun panduan wawancara; meski-

pun demikian, terdapat fleksibilitas dalam 

hal saat/waktu wawancara dan bagai-

mana pertanyaan diajukan serta bagaima-

na agar orang yang diwawancara dapat 

merespon sesuai dengan yang diha-

rapkan (Evans, 2018). Selain itu peneliti 

menggunakan alat perekam suara untuk 

memudahkan dalam pengambilan data. 

Penelitian ini menggunakan triangu-

lasi metode dan triangulasi teori. Trian-

gulasi adalah metode yang dapat menguji 

keabsahan data, yang dilaksanakan 

dengan cara membandingkan informasi 

yang berbeda dengan memakai informan 

yang berbeda pada saat wawancara untuk 

mencocokan kebenaran informasinya. 

Adapun informan dalam penelitian ini 

berjumlah 14 partisipan, sehingga peneliti 

menanyakan informasi yang berbeda yang 

didapat dari hasil wawancara kepada 

informan lainnya. Hal itu peneliti maksud-

kan untuk mengetahui apakah informasi 

tersebut benar ataukah tidak. Melalui 

berbagai perspektif partisipan wawancara 
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tersebut diharapkan memperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran. Dalam peneli-

tian ini metode triangulasi digunakan 

untuk menguji keabsahan dengan cara 

membandingkan informasi yang diperoleh 

dari hasil penelitian dengan teori yang 

digunakan sehingga tidak terjadi bias 

peneliti atas temuan di lapangan dalam 

membuat kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis konten dengan 

bantuan Computer Assisted Qualitative 

Data Analysis Software (CAQDAS) yaitu 

software Nvivo 11 untuk untuk proses 

coding. Proses coding adalah interaktif 

dimana peneliti melakukan kategorisasi 

data menggunakan dasar konsep-konsep 

yang muncul dari dalam data, memban-

dingkan konsep-konsep dan/atau katego-

ri-kategori data kemudian menyatukan 

kembali seluruh konsep serta kategori 

data satu dengan yang lain yang memiliki 

hubungan (Maher et al., 2018).  

Tahap pengkodean data mencakup 

(Kamasak et al., 2017; Saldaña, 2021) 

analisis baris demi baris dari berbagai 

transkrip yang dihasilkan dari wawancara 

yang dimulai dengan menemukan dan 

mengidentifikasi konsep-konsep sentral 

dan sifat-sifatnya, pengkodean data awal, 

pengkodean data tingkat kedua, dan 

diakhiri dengan pengkategorian. Selain itu, 

digunakan juga framework matrik untuk 

membantu peneliti dalam penulisan pe-

ngutipan dan mengkroscek sumber ketika 

menyajikan data penelitian. Peneliti kemu-

dian merumuskan temuan penelitian dan 

mendiskusikan hasil penelitian dengan 

peneliti yang lain. Setelah yakin dengan 

hasil penelitian yang dilakukan selanjut-

nya peneliti menyusun kesimpulan akhir. 

Pembahasan 

Informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara akan dipergunakan oleh pene-

liti untuk mendeskripsikan hasil analisis 

atas whistleblowing yang mempengaruhi 

audit forensik dalam mendeteksi suap di 

pemerintahan dan efektivitas audit foren-

sik untuk pendeteksian suap. Data dalam 

penelitian ini didapatkan dari penelitian 

lapangan berupa wawancara semi struk-

tur dengan jumlah partisipan wawancara 

14 orang pemeriksa dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang telah memiliki 

pengalaman dalam pelaksanaan audit 

forensik. Berikut ini peneliti uraikan 

hasilnya. 

Tabel 2. Demografi Partisipan Wawancara 

Partisipan 
Wawancara 

Jabatan Jenis Kelamin Kerja Masa PKN Penempatan Terakhir 

A Pemeriksa Laki-laki 7-9 tahun 1 kali BPK Perwakilan DIY 
B Pemeriksa Laki-laki >9 tahun >5 kali BPK Perwakilan Maluku 
C Pemeriksa Perempuan 7-9 tahun 1 kali BPK Perwakilan DIY 
D Pemeriksa Laki-laki >9 tahun >5 kali BPK Perwakilan DIY 
E Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 5 kali BPK Perwakilan DKI 
F Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 1 kali BPK Perwakilan DKI 
G Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 4 kali BPK Perwakilan DKI 
H Pemeriksa Laki-laki 4-6 tahun 1 kali BPK Pusat 
I Pemeriksa Laki-laki 7-9 tahun 2 kali BPK Perwakilan Palembang 
J Pemeriksa Perempuan >9 tahun 2 kali BPK Perwakilan Jawa Tengah 
K Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 5 kali BPK Perwakilan Jawa Tengah 
L Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 2 kali BPK Perwakilan Jawa Tengah 
M Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 2 kali BPK Perwakilan Jawa Tengah 
N Pemeriksa Laki-laki >9 tahun 5 kali BPK Perwakilan Jawa Tengah 
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Pelaksanaan Whistleblowing di 
Institusi Pemerintah 

Hasil wawancara partisipan dan di-

analisis kontennya menunjukkan, bahwa 

seluruh partisipan menyatakan whistle-

blowing bermanfaat dan penting bagi 

institusi pemerintah. Seperti yang disam-

paikan langsung oleh partispian I dalam 

penyataan berikut ini:  

“Ya bermanfaat, karena fraud itu 
sebagian besar fraud terungkap karena 
adanya tip/aduan jadi memang masih 
menjadi pengungkap utama terjadinya 
fraud.” (Partisipan I). 

Lebih lanjut partisipan I menyampai-

kan bahwa penerapan whistleblowing di 

institusi pemerintah belum efektif dikare-

nakan beberapa faktor internal. Berikut 

kutipan pernyataannya: 

“Belum, meskipun sudah ada sistem tapi 
kan kadang beda penafsiran antara 
regulator dengan whistleblower seperti 
whistleblower yang sudah sering mela-
por tetapi tidak pernah ditindak lanjuti 
sehingga patah semangat. Disisi lain 
regulator tidak bisa melanjutkan aduan 
yang dilaporkan karena buktinya tidak 
cukup. Jadi belum ada kejelasan menge-
nai aduan yang cukup untuk ditindak-
lanjuti itu seperti apa.” (Partisipan I). 

Belum efektifnya penerapan whistle-

blowing di institusi pemerintah tidak 

hanya dijelaskan oleh partisipan I, akan 

tetapi hal itu dinyatakan oleh 12 partisi-

pan wawancara lainya. Adapun dalam hal 

mekanisme perlindungan Whistleblower, 

di Indonesia sendiri sudah ada ruang 

lingkup lembaganya. Hal itu disampaikan 

oleh 12 partisipan, seperti pernyataan dari 

partisipan B sebagai berikut:  

“Mungkin untuk yang sampai level 
saksi/korban ada dalam bentuk LPSK 
(lembaga perlindungan saksi dan 
korban) tapi kalau lingkub yang lebih 
kecil misal di kantor atau sejenisnya 
setauku tidak ada.” (Partisipan B) 

Walaupun sudah ada mekanisme 

perlindungan whistleblower, akan tetapi 

penerapannya dinilai belum maksimal. 

“Kalau mekanismenya sudah ada tapi pene-

rapannya belum.” (Partisipan M). Sementa-

ra itu, pelaku whistleblower seringkali 

berasal dari pihak internal. walaupun ada 

dari pihak eksternal. Hal ini dapat dilihat 

dari pernyataan partisipan B dan partisi-

pan N, sebagai berikut: 

“Iya, kalau internal sudah jelas. Kalau 
eksternal bisa jadi. Yang banyak 
melaporkan dari internal.” (Partisipan 
B). 

 “Bisa, tapi seharusnya dari internal 
karena yang tau semuanya adalah 
internal walaupun mungkin dia orang 
eksternal tapi dia dapatnya dari internal 
juga.” (Partisipan N). 

Selanjutnya, pihak yang sering dila-

porkan dalam whistleblowing adalah yang 

setara dengannya. Seperti pernyataan dari 

partisipan berikut ini: “Bisa sih biasanya 

memang mulai manajemen menengah ini 

yang berani.” (Partisipan A). Selain dari 

manajemen menengah, whistleblower juga 

akan melaporkan kecurangan yang dilaku-

kan oleh seniornya. Hal itu di sampaikan 

oleh 11 partisipan, salah satunya dalam 

pernyataan partisipan N:  

“Seharusnya ya karena tujuannya 
antara lain adalah melaporkan pelang-
garan oleh siapapun.” (Partisipan N). 

Adapun identitas dari Whistleblower 

selalu menggunakan nama samaran ketika 

mengungkapkan kecurangan. Sebagaima-

na pernyataan dari partisipan M berikut 

ini: “Kebanyakan dengan anonim.” (Partisi-

pan M). Kemudian, menurut 13 partisipan 

para whistleblower akan melaporkan 

whistleblowing-nya tersebut ke pihak eks-

ternal. Seperti dalam pernyataan partisi-

pan H: “O iya kan di luar lebih efektif karena 

orang akan lebih jera.” (Partisipan H). 
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Hubungan Whistleblowing dan Audit 
Forensik 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti himpun dari 14 partisipan, diper-

oleh hasil bahwa whistleblowing mempu-

nyai peran dalam membantu proses audit 

forensik. Hal tersebut disampaikan lang-

sung oleh G dan partisipan I, berikut ini 

pernyataannya:  

“Bisa membantu informasinya.” (Partisi-
pan G) 

“Ya dapat sebagai penyedia informasi 
awal dan untuk klarifikasi.” (Partisipan 
I) 

Hasil laporan tersebut, kemudian 

akan ditindak lanjut. Sebagaimana disam-

paikan oleh partisipan B dan partisipan K, 

dalam pernyataan berikut: 

“Ya, intinya bukti tidak bisa diterima 
secara langsung harus kita verifikasi, 
validasi, atau cari bukti lain jika 
memang diperlukan/pendukung.” 
(Partisipan B). 

“Ya. Jika whistleblowing-nya itu jelas 
maka akan ditindaklanjuti dan harus 
ada bukti permulaan.” (Partisipan K). 

Hubungan Whistleblowing dan Deteksi 
Suap  

Berdasarkan wawancara mengenai 

whistleblowing terhadap deteksi suap, 

diperoleh hasil bahwa, whistleblowing 

mempunyai peran dalam membantu 

pendeteksian suap. Pernyataan tersebut 

dilontarkan langsung oleh partisipan A, 

“Bisa karena sudah punya barang bukti.” 

(Partisipan A), demikian juga yang disam-

paikan oleh partisipan L, yang menyatakan 

bahwa whistleblowing berperan mende-

teksi suap, “Sepanjang itu valid, iya.” 

(Partisipan L). 

Selain itu, meningkatkan sistem de-

teksi suap melalui whistleblowing dapat 

dilaksanakan melalui beberapa cara, se-

perti yang disampaikan oleh partisipan K. 

“Memaksimalkan whistleblowing, apresi-

asi whistleblower, sosialisasi whistleblow-

ing, meningkatkan perlindungan whistle-

blower.” (Partisipan K). Kemudian Whistle-

blowing juga harus dapat mencantumkan 

bukti, “Yang jelas pelaporan itu harus ada 

bukti sehingga lebih mudah untuk ditindak-

lanjuti.” (Partisipan J). Lebih lanjut, 

peningkatan sistem deteksi suap melalui 

whistleblowing dengan cara membangun 

kesadaran masyarakat, memaksimalkan 

peran media dan tindak lanjut perlindung-

an dari whistleblower. Seperti yang diung-

kapkan oleh beberapa partisipan dalam 

pernyataan berikut ini: 

 “Membangun kesadaran orang untuk 
menjadi whistleblower dengan segala 
sarana dan memberikan perlindungan 
kepada whistleblower.” (Partisipan L) 

“Membuat media yang jelas sehingga 

informan dapat menginformasikan de-

ngan baik dan perlindungan whistle-

blower.” (Partisipan M) 

“Kalau saya mekanisme perlindungan 
whistleblower dan evaluasi agar ada 
kejalasan status.” (Partisipan D) 

Hubungan Audit Forensik dan Deteksi 
Suap  

Berdasarkan wawancara, diperoleh 

hasil sebanyak 12 responden menyatakan 

bahwa audit forensik dapat membantu 

mendeteksi suap. Hal ini diungkapkan da-

lam pernyataan yang diwakili oleh partisi-

pan B dan partisipan L sebagai berikut:  

“Salah satu langkah dalam pemeriksaan 
investigatif adalah flow the money. 
Sangat bisa membantu mendeteksi ada-
nya suap karena fraud itu kan hidden 
tapi aliran uang kan sekarang kan 
mudah dilihat alirannya karena gak 
mungkin orang akan bawa-bawa uang 
cas banyak banget.” (Partisipan B) 

“Tujuan PKN adalah menghitung 
kerugian. untuk suap bisa saja terdeteksi 
tapi bukan tujuan utama.” (Partisipan 
L) 

Lebih lanjut, disampaikan oleh 10 

partisipan wawancara bahwa audit foren-

sik ternyata dapat mendeteksi suap 
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dengan lebih cepat. Seperti ungkapan 

pernyataan dari partisipan B dan E berikut 

ini: 

“Audit forensik merupakan salah satu 

bagian untuk mengungkap adanya 

fraud ya tentunya menjadi lebih 

gampang untuk mendeteksi fraud itu 

tadi, suap salah satunya. Jadi kita sudah 

terfokus disitu harusnya lebih cepat dan 

gampang.” (Partisipan B) 

“Ya karena audit forensik dirancang 

untuk pendalaman karena lebih detail.” 

(Partisipan E) 

Sementara itu, menurut 7 partisipan 

wawancara, bahwa audit forensik dapat 

meninjau kontrol internal institusi. Hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan partisipan E, 

sebagai berikut: 

“Pada saat pemeriksaan laporan ke-

uangan berikutnya akan menjadi perha-

tian untuk pengendalian internalnya. 

Dari sisi internal kontrol pasti iya akan 

merancang sistem yang lebih baik lagi.” 

(Partisipan E) 

Sebagai tambahan dari hasil analisis 

konten, diperoleh temuan menarik varia-

bel lain yang terkait dengan penelitian ini 

dan muncul secara tiba-tiba. Tetapi tidak 

hanya sebagai penjelas dari model pene-

litian, melainkan suatu aksi nyata yang 

dapat dijalakan sebagai tindak lanjut dari 

pendeteksian suap dengan salah satu 

informasi awal menggunakan 

whistleblowing.  

Temuan tersebut, yakni proses tang-

kap tangan para pelaku suap dari hasil 

whistleblowing seperti yang dikemukakan 

oleh partisipan dalam wawancara berikut 

ini:  

“Pembuktian suap itu paling sulit untuk 

dideteksi, untuk benar-benar mengeta-

hui terjadi suapnya harus OTT (operasi 

tangkap tangan). Laporan suap bisa jadi 

sebagai jalan pembuka sehingga terjadi-

nya harus ada bukti karena pelaku 

kemungkinan akan menyembunyikan 

informasi.” (Partisipan N). 

Lebih lanjut, hasil akhir dari peneliti-

an dapat dipahami dengan mudah yang 

akan peneliti uraikan secara singkat dalam 

konstruk model studi lapangan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Konstruk Model Studi Lapangan  

Suap merupakan salah satu masalah 

yang pelik di institusi pemerintah. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk 

memberantas suap yaitu dengan pende-

teksian suap. Dalam pendeteksian suap 

terdapat berbagai metode. Salah satu 

metode untuk mendeteksi suap adalah 

audit forensik. Pendeteksian suap meng-

gunakan audit forensik lebih cepat dan 

mudah karena dalam prosedurnya lebih 

fokus, terperinci dan lebih rigid. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa audit 

forensik efektif untuk pendeteksian suap. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Enofe et al. (2015). Audit 

forensik membutuhkan informasi dan 

bukti yang valid. Salah satu cara memper-

oleh informasi dan bukti yang valid 

berasal dari whistleblowing. Panjaitan 

(2018) menyebutkan bahwa whistleblow-

ing dapat menjadi salah satu sumber bukti 

dalam audit forensik selama bukti tersebut 
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relevan. Suap merupakan fraud yang 

hidden sehingga justru dari whistleblowing 

inilah banyak terungkap. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

ACFE (2021) yang menyatakan bahwa 

fraud paling banyak terungkap dari tip. 

Namun, agar laporan dari whistleblowing 

ini ditindaklanjuti maka perlu dilampirkan 

bukti yang valid. Di institusi pemerintah 

sendiri telah menerapkan dan mendorong 

pelaksanaan whistleblowing, tetapi tindak 

lanjutnya belum efektif. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zarefar dan Arfan (2017) yang menyebut-

kan bahwa penerapan whistleblowing 

cukup efektif dan penelitian yang dilaku-

kan oleh Pramudyastuti et al. (2021) yang 

menyebutkan penerapan whistleblowing 

belum maksimal. 

Sementara itu, para whistleblower 

dapat berasal dari pihak internal maupun 

eksternal institusi. Selama dia mengetahui 

informasi dan mempunyai bukti yang 

relevan maka dapat menjadi whistle-

blower. Adapun dalam pelaksanaannya di 

lapangan, whistleblower ada yang mela-

porkan bawahannya, yang setara dengan 

whistleblower, atau teman dekatnya, bah-

kan seniornya bisa saja dilaporkan. Siapa 

pun yang dilaporkan, hal itu tidaklah 

begitu penting, selama tujuan dari whistle-

blower ialah untuk melaporkan pelanggar-

an-pelanggaran yang terjadi di institusi. 

Seseorang dapat menjadi whistle-

blower, dikarenanakan dirinya sudah tidak 

tahan atau terlibat langsung dengan masa-

lah tersebut. Selanjutnya dalam pelaporan, 

whistleblower seringkali menggunakan 

anonim. Namun, dalam beberapa kejadian 

ada juga yang menggunakan identitas, 

karena ada institusi-institusi tertentu yang 

mewajibkan penggunaan identitas untuk 

pelaporan agar lebih dipercaya pelaporan-

nya dan bisa segera ditindaklanjuti. Pela-

poran whistleblowing ada yang ditunjuk-

kan kepada pihak internal ada juga kepada 

pihak eksternal tergantung kepercayaan 

masing-masing whistleblower. 

Pengawas internal dan audit regular 

juga dapat digunakan untuk mendeteksi 

suap. Selain itu, operasi tangkap tangan 

dapat menjadi salah satu metode pengung-

kapan suap yang informasi awalnya dapat 

berasal dari whistleblowing selama 

informasi dan bukti yang berikan valid. 

Penutup 
Audit forensik merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk men-

deteksi suap. Pendeteksian suap meng-

gunakan audit forensik efektif karena 

lebih cepat dan lebih mudah. Hal ini kare-

na prosedur audit forensik adalah fokus, 

terperinci dan rigid. 

Salah satu cara memperoleh infor-

masi dan bukti dalam mendeteksi suap 

berasal dari whistleblowing. Suap meru-

pakan fraud yang hidden sehingga adanya 

whistleblowing inilah menjadikan langkah 

awal praktik suap terungkap. Agar laporan 

dari whistleblowing ini ditindaklanjuti, 

maka perlu dilampirkan bukti yang valid. 

Sejauh ini dalam institusi pemerintah 

sendiri telah menerapkan dan mendorong 

pelaksanaan whistleblowing, akan tetapi 

tindak lanjutnya belum efektif. 

Hasil laporan whistleblowing terse-

but dapat menjadi langkah awal pendetek-

sian suap dengan dilakukannya audit fo-

rensik, karena sudah ada bukti permulaan 

selama bukti tersebut valid. Oleh karena 

itu, berdasarkan model penelitian yang di-

hasilkan dari penelitian ini dapat dikata-

kan bahwa audit forensik efektif dalam 

mendeteksi suap dan whistleblowing dapat 

mendukung audit forensik dalam mende-

teksi suap. Adanya whistleblowing juga 

dapat membantu pendekteksian suap, 

sehingga memungkinkan untuk dilakukan 

operasi tangkap tangan dari para pelaku 

suap, walaupun saat ini diketahui pelaksa-

naan whistleblowing di institusi pemerin-

tah Indonesia sendiri belum bisa dikata-
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kan sempurna. Namun, dengan adanya 

whistleblowing tersebut, diketahui dapat 

menurunkan praktik suap di Indonesia 

dari tahun ke tahun. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi auditor fo-

rensik dalam menangani kasus suap, serta 

diharapkan menjadi evaluasi bagi penentu 

kebijakan untuk menjadi lebih baik dalam 

membuat kebijakan terkait pendeteksian 

suap. 
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